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MOTTO 

 

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 

(Al-Insyirah: 94: 5) 

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang 

lain” 
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PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN  

SITI MUSDAH MULIA 

Oleh: 

Maulan Syahid 

NIM.09370035 

 

ABSTRAK 

 

Pada dasarnya agama islam diturunkan untuk kemasalahatan umat 

manusia melalui kaidah-kaidah hukum yang dibawanya. Namun demikian, 

mayoritas umat islam memiliki cara pandang yang kurang fair terhadap 

perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya 

didasarkan pada penafsiran secara tekstual surat An-Nisa ayat 34. Pernyataan 

tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai feminis, salah satunya yaitu Siti 

Musdah Mulia. Dalam gagasannya, Musdah Mulia mengharuskan perempuan 

untuk berperan aktif dalam duania politik. Berdasarkan uraian tersebut penelitian 

ini maksud untuk mengetahui bagaimana paradigma pemikiran Siti Musdah Mulia 

tentang peran potitik perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap 

peran politik perempuan yang digagas Siti Musdah Mulia. 

Penelitian ini merupakan penelitin perpustakaan (library research). 

Analisis data dilakukan dengan mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia 

berdasarkan teori peran dan kajian fikih siyasah. Kajian fikih siyasah merupakan 

kajian politik dalam islam yang didasarkan pada dalil dalam Al-Qur’an dan hadits.  

Hasil analisis, pemikiran Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa peran 

perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain 

sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam 

bidang legislative, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak 

dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Jika dilihat dari kacamata 

fikih siyasah, dicatat dalam sejarah islam terdapat beberapa nama perempuan 

yang berperan dalam politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita 

pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran 

politik dalam pemikiran Siti Musdah Mulia berupa keterlibatannya dalam 

pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini 

didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan 

aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.  

 

Kata Kunci : Peran Politik Perempuan, Pemikiran Siti Musdah Mulia, Fikih 

Siyasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia sebagai 

agama yang membawa pesan rahmatan lil-„ālamīn. Agama Islam yang dibawa 

oleh nabi Muhammad SAW berusaha menegaskan manusia dari segala 

kesengsaraan dan penindasan, termasuk membebaskan dan mengangkat 

derajat kaum perempuan dari ketidakadilan yang diterimanya selama jaman 

jahiliyah. Perempuan yang pada masa jahiliyah dianggap sebagai mahluk yang 

tidak berharga, bahkan dianggap sebagai barang, ditempatkan oleh Islam 

sebagai mahluk yang terhormat dan sejajar dengan kaum laki-laki. Islam tidak 

membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki dan 

perempuan disisi Allah tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah 

ketakwaannya kepada Allah.  

Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara 

pandang yang kurang fair yakni perempuan harus dibelakang laki-laki.  

Pemahaman tersebut ternyata berakar dari, salah satunya teologi penciptaan 

bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini jelas tidak 

relefan dengan ayat 1 surat An-Nisā yang menurut penafsiran Yusuf Ali 

diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. 

Kesalahan teologis di atas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang 
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mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan pada laki-

laki dan yang kurang diminatinya barulah disisakan untuk perempuan.
1
 

Banyak aktifis gerakan  perempuan atau feminis yang mengulas dan 

mengkritik teks-teks keagamaan yang ada dalam Islam, yang menurut mereka 

turut menjadi salah satu pembenar dan penyebab langgengnya dominasi laki-

laki atas perempuan dan ketidak adilan yang dialami oleh kaum perempuan. 

Salah satu ayat Al-Qur’an yang sering diperdebatkan adalah surat An-Nisā 

ayat 34: 

.2  

Ayat di atas menurut banyak aktifis gerakan perempuan merupakan 

salah satu ayat yang mempunyai implikasi yang sangat besar dalam relasi 

kehidupan umat Islam antara laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut adalah 

salah satu ayat yang melegitimasi dan melanggengkan adanya ketimpangan 

dominasi kaum laki-laki atas perempuan, sehingga kaum perempuan hanya 

dianggap sebagai mahluk yang diciptakan sebagai pelengkap bagi kehidupan 

laki-laki. 

Sepanjang sejarah dunia, hampir dipastikan sebagian besar tradisi 

bangsa-bangsa dibelahan dunia, adalah menganut faham patriarkal. Faham ini 

menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai 

sangangat wajar, laki-laki pada posisi lebih unggul (superior), pemegang 

                                                             
1
 Tari Siwi Utami, Perempuan Politik di Parlemen (Yogyakarta: Gama media, 2001), 

hlm. 11. 

 
2
 An-Nisā (4): 34 
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kebijakan, memiliki akses yang luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi 

manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit 

mandiri, dan hak-haknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal 

keterlibatan perempuang juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan 

dalam membangun peradaban dunia. 

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik 

seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran 

laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari 

nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan 

tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan 

terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila 

perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang 

lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat 

dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius.
3
 

Budaya patriarki muncul dari adanya mitos peran perempuan yang ada di 

masyarakat kala itu. Ada tiga peran perempuan yang bersifat mitos khususnya 

pada masyarakat Jawa yakni yang biasa disingkat ma-telu (tiga “ma”), artinya 

masak, macak, manak (memasak, berdandan dan melahirkan). Sebaliknya 

mitos peran laki-laki maliputi ma-lima (lima “ma”) yaitu main, minum, madat, 

maling, dan madon (judi, minum, menghisap candu, dan main perempuan). 

Meskipun peren-peran tersebut hanya sebagai mitos, akan tetapi pemedaan 

peran antara perempuan dan laki-laki yang diskriminatif tersebut telah menjadi 

                                                             
3
 Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan 

Gender,(Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 159 
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bagian dari perbincangan yang sepihak dan tidak komunikatif dalam hidup 

sehari-hari masyarakat.
4
  

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dan norma sosial terus berubah, 

perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan 

dari segi kualitas dan kuantitas dibidang pendidikan, sosial, dan 

ketenagakerjaan meski belum secara signifikan. Kongres perempuan pertama 

di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan 

Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti munculnya sejumlah organisasi 

perempuan sampai pada masa kemerdakaan, seperti Perwani dan Kowani. 

Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak perempuan tercermin pada pemilu 

1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih.
5
 

Meskipun demikian, partisipasi perempuan pada lembaga politik formal 

representasinya masih sangat terbatas. 

Menteri UPW (urusan peranan Wanita) berkali-kali menegaskan dan 

menuntut supaya jumlah anggota perempuan di DPR diperbesar. Hal ini 

karena keterlibatan perempuan di DPR baru mencapai 12,6%. Jumlah ini 

masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah pemilih wanita pada 

pemilu 1997 yang mencapai 51%, sedangkan pemilih laki-laki sebanyak 

49%.
6
  

                                                             
4  Albert Rika Pratiwi, dkk, Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, (Yogyakarta. 

Kanisius. 1998), hlm.8  
 
5
 Ibid, Romany Sihite, hlm.155 

 
6 Ibid, Albert Rika Pratiwi, hlm. 12 
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Bila dicermati kancah perpolitikan perempuan di Indonesia dari segi 

keterwakilan perempuan baik di tataran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif 

sebagai badan yang memegang peran kunci menetapkan kebijakan publik, 

pengambil keputusan, dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan 

masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Di lembaga legislatif 

misalnya jumlah perempuan pada tahun 1999 menurun menjadi 9% dibanding 

dengan tahun 1997 sebanyak 13% dari jumlah anggota legislatif yang ada. 

Bahkan untuk tahun 2004 jumlah perempuan di legislatif hanya mencapai 

11,8%.
7
 

Bila mengkaji sejarah peran perempuan di Indonesia, maka dengan jelas 

akan terlihat bahwa ternyata sejarah dan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi 

dan antropologi kurang bersahabat dan tidak memihak perempuan. Perempuan 

dalam penggambaran sejarah perjuangan bangsa misalnya hampir tidak pernah 

dilihat sebagai aktor sejarah yang independen yang memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap perjuangan bangsa.
8
 

Peran dan partisipasi perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi 

proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang 

paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga 

mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya 

yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Sedikitnya ada 

empat strategi dan aksi yang bisa diambil yang perlu dilakukan untuk 

                                                             
7
 Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan 

Gender,(Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 159 

 
8
 Jendrius, Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Politik, (Jurnal Antropologi volum 8, 

thn 2004), hlm. 85-86 
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meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (politik). 

Pertama, strategi dan aksi politik terhadap negara. Di dalam negara ini 

tercakup lembaga-lembaga negara, parlemen dan partai politik. 

Ditengah kontroversi tersebut, harapan muncul melalui semangat 

reformis, demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan 

berpartisipasi pada lembaga politik formal sama dengan laki-laki telah 

memunculkan kepemimpinan perempuan. Salah satu feminis yang bergerak 

dibidang politik yaitu Siti Musdah Mulia melaluai karyanya yang berjudul 

Muslimah Reformis. Siti Musdah Mulia dengan gencar menyurakan hak-hak 

politik perempuan yang selama ini belum terwujud. Siti Musdah Mulia 

menuntut adanya kasataraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam 

politik. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengkajian untuk 

mengetahui tentang peranan dan keterlibatan wanita dalam politik yang 

digagas oleh Siti Musdah Mulia.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap peran politik 

perempuan? 

2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap peran politik perempuan 

Siti Musdah Mulia? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Tujun dari penyusunan skripsi ini adalah: 
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1. Menjelaskan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang peran politik 

perempuan  

2. Menjelaskan pandangan Fikih Siyasah tentang peran politik perempuan 

Siti Musdah Mulia 

Kegunaan dari skripsi ini adalah:    

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

kontekstualisasi ajaran Al-Qur’an yang sesuai dengan tuntutan zaman 

sehingga ajaran-Nya tetap mempunyai makna pada era modern ini 

khususnya untuk kaum perempuan.  

2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensip tentang 

bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia dan pandangan Fikih Siyasah 

terhadap peran politik perempuan di Indonesia pada khususnya sehingga 

dapat menjadi argumen yang logis dan realistis dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

D. Telaah Pustaka  

Kajian tentang peran perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu 

kajian yang baru karena telah banyak akademisi maupun praktisi yang telah 

membahas tema ini dengan berbagai pendekatan. Adapun buku-buku maupun 

karya yang membahas mengenai wacana ini diantaranya adalah:  

Tari Siwi Utami di dalam karyanya yang berjudul “Perempuan Politik di 

Parlemen” mengatakan bahwa dalam dunia politik sekarang ini, suara 

perempuan tidak banyak diberitakan, baik melalui media massa maupun 

melalui media publik lainnya. Peran politik perempuan seakan telah 
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diwakilkan kepada para politisi bukan perempuan yang sekarang ini menjadi 

public figure. Secara umum ada dua persoalan mengapa peran perempuan 

dalam politik di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan maksimal, baik 

di partai politik maupun institusi legeslatif. Pertama secara cultural 

masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat grassroot masih memiliki image 

bahwa perempuan adalah second person, makhluk kedua setelah laki-laki 

karena wataknya yang lemah lembut, cengeng, tidak kuat dan lain-lain. Kedua 

adalah masih minimnya pemahaman ajaran keagamaan yang benar dan valid. 

Dalam agama saya, Islam, perempuan mempunyai fungsi dan eksistensi yang 

sama dimata Allah SWT. Begitu juga dalam ajaran Islam, posisi laki-laki dan 

perempuan sama dalam bidang publik (Hukum Publik). Tak ada peraturan 

secara kontekstual memposisikan perempuan sebagai second person. 
9
 

Romany Sihite di dalam karyanya “Perempuan, Kesetsraa, & Keadilan” 

menyatakan bahwa sejak lama pola-pola sosialisasi dilakukan secara berbeda 

antara permpuan dan laki-laki baik itu di dalam keluarga, maupun di 

lingkungan sosialnya. Anak perempuan disosialisasikan menjadi perempuan 

yang lemah lembut, pasif, dan dipenden. Dengan kata lain, perempuan 

berprilaku feminism, patuh, tidak agresif dan apa yang pantas menurut gender.  

Model permpuan yang di inginkan harus sesuai dengan sosial expectation 

                                                             
9
 Tari Siwi Utami, Perempuan Politik di Parlemen (Yogyakarta: Gama media, 2001), 

hlm. 21 
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(harapan masyarakat) yakni nice girl, good women, dan control sosial pun 

dilakukan lebih ketat terhadap perempuan ketimbang laki-laki.
10

   

Kendali berbagai perangkat hukum telah melegitiminasi partisipasi politik 

bagi perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih 

merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal 

ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan dipanggung politik dan 

lembaga-lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan 

dengan laki-laki. Dunia politik selalu di asosiasikan dengan ranah publik yang 

relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa 

dipisahkan dari akar budayanya dimana mayoritas masyarakat di dunia masih 

kental dengan idiologi patriarki. Dalam konteks budaya semacam ini dominasi 

laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan di ranah publik tidak 

terlakan.11 

Riant Nugroho di dalam bukunya “Gender dan Strategi Pengarus-

Utamaannya di Indonesia” bahwasanya gerakan perempuan pada hakekatnya 

adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam 

kaum laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan gerakan transformasi 

perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara 

sesame manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru. 

Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, idiologi, 

                                                             
10

 Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan 

Gender,(Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 6  

 
11

 Ibid, hlm. 158 
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lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan 

perempuan. 
12

 

Farid Abdul Khaliq di dalam bukunya “Fiqih Politik Islam”  tertulis 

bahwa Al-Mahdudi berkata: “ Sesungguhnya Al-Qur’an tidak membatasi 

kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin 

sebuah Negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya 

dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah 

pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu 

berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, tidak dengan politik sebuah 

Negara. Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syari’at Islam 

menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan 

khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota 

parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum. Syariat 

Islam telah membatasi wewenang umum ini hanya untuk laki-laki, dengan 

catatan mereka mempunyai syarat-syarat tertentu. 
13

 

Hibbah Rauf Izzat mengutarakan pendapatnya di dalam bukunya “Wanita 

dan Politik Pandangan Islam” pandangan terhadap kegiatan berbagai kegiatan 

politik wanita harus melihat kepentingan yang terdapat dalam kegiatan 

tersebut. Ada dua kepentingan yang paling penting di dalamnya. Dua 

                                                             
12

 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm.61 

 
13

 Farid Abdul Khaliq, penerjemah Faturrahman A. Hamid, FIkih Politik Islam, (Jakarta: 

Amzah 1998), hlm.123 
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kepentingan itu telah diperbincangkan beberapa puluh tahun yang silam dan 

kini masih menjadi bahan perbincangan. Dua kepentingan itu adalah bidang 

pendidikan dan pekerjaan bagi wanita. Hibbah Rauf tidak mengemukakan dua 

persoalan ini secara global dan juga tidak mempersoalkannya.
14

  

Siti Musdah Mulia dalam bukanya “Muslim Reformis Perempuan 

Pembaru Keagamaan” dipaparkan bahwa politik pada hakikatnya adalah 

kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya dari institusi 

keluarga hingga institusi politik formal tingggi. Oleh karena itu, pengertian 

politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam 

kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. 

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk 

menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, 

melainkan dimaksudkan agar biasa menjadi mitra sejajar laki-laki.
15

  

Siti Musdah Mulia dalam bukunya “Islam Hak Asasi Manusia konsep 

dan implementasi” dipaparkan bahwa perjuangan perempuan Indonesia 

menuju demokrasi masih sangat panjang. Salah satu strategi yang harus 

dikembangkan adalah melakukan pendidikan politik bagi pemilih perempuan. 

Pendidikan politik dimaksud diharapkan dapat mengubah emage masyarakat 

tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum 

lelaki. Selain itu, pentik untuk dapat menyadarkan masyarakat, khususnya 

kaum perempuan bahwa hak politik adalah bagian integral dari HAM. Sebagai 

                                                             
14

 Hibah Rauf Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 1997),hlm. 20 

 
15

 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: 

mizan. 2005 ) , hlm. 275 



12 
 

 
 

warga Negara dan sebagai manusia, setiap perempuan memiliki hak untuk 

berkiprah dalam bidang politik.
16

 

E. Kerangka Teoritik  

Berbicara masalah peran politik perempuan saat ini tidak terlepas dari 

masalah gender. Gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang 

sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah 

tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, pemahaman 

agama, politik, hukum, dan ekonomi.  Oleh karenanya gender bukanlah kodrat 

tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat 

yang relative. Pengertian gender dibedakan dengan jenis kelamin (seks) 

karena jenis kelamin merupakan kodrat tuhan yang berlaku dimana saja dan 

sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara laki-laki 

dan perempuan.
17

  

Perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak 

menimbulkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi masalah adalah 

ternyata perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai ketidak adilan, 

baik bagi laki-laki dan utamanya bagi kaum perempuan. Ketidak adilan gender 

merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi 

korban dari sistem tersebut.
18

  

                                                             
16

 Siti Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia konsep dan implementasi, (Yogyakarta: 

Naufan Pustaka.2010), hlm. 228 

 
17

 Riant nugroho, Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia, 

(Yogyakarta: pustaka pelajar.2011), hlm. 8 

 
18

 Ibid, hlm. 9 
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Permasalahan gender ini menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan. Kesetaraan gender dapat berarti adanya kesamaan kondisi bagi 

laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya 

sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan & 

keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan 

tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan 

demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan 

berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh  manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan. 
19

  

Dengan demikian, perempuan sekarang hidup sebagaimana layaknya 

manusia. Dia terhormat seperti laki-laki dan tidak ada lagi manusia yang 

meragukan kemanusiaan perempuan atau memperdebatkan hakikatnya. 

Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal rohnya, nilainya, hak-haknya dan 

kemanusiaannya. Ini semua berkat datangnya ajaran Islam yang berhasil 

menghancurkan tradisi-tradisi usang dan menentang keras penghinaan serta 

pemerkosaan terhadap hak-hak perempuan.
20

 

Kedepan sudah waktunya dikembangkan suatu konsep mengenai 

kekuasaan perempuan (women power) yang berbeda dengan kekuasaan laki-

laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak. Kekuasaan dalam konsep 

                                                             
19

 Ibid, hlm.29 

 
20

 Achmad Satori Ismail, Fikih Perempuan Dan Feminisme dalam, Membincangkan 

Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam,(Surabaya: Risalah Gusti 2000), hlm.134   
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feminim adalah kekuasaan yang penuh dilimpahkan dengan kasih sayang. 

Dengan demikian, women power mengintegrasikan kualitas perempuan 

dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut itu mempunyai nilai 

yang sama.  

Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan, perempuan dapat 

menjadi politisi yang andal, politisi yang tidak akan menyakiti hati lawan 

politiknya apapun alasannya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik 

politik sebagaimana digunakan oleh laki-laki.
21

  

Akan tetapi Syariat Islam membatasi wewenang umum hanya untuk laki-

laki, dengan   catatan mereka (perempuan) mempunyai syarat-syarat tertentu. 

Syariat Islam juga tidak memberikan untuk perempuan hak ikut serta dalam 

pemilu, dengan dalih bahwa dibalik penetapan hak ikut serta dalam pemilu itu, 

ada tujuan agar perempuan dapat membuat undang-undang yang menetapkan 

dan mengakui keanggotaan perempuan dalam parlemen. Maka, tidak boleh 

membukakan jalan bagi perempuan untuk sampai kepada mendapatkan hak 

ikut serta dalam pemilu. Ini sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam 

syariat dan perundang-undangan bahwa sarana untuk mencapai sesuai 

dihukumkan sama dengan sesuatu yang akan dicapai itu.
22
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 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: 

mizan. 2005 ) , hlm. 280 
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 Farid Abdul Khaliq, penerjemah Faturrahman A. Hamid, FIkih Politik Islam, (Jakarta: 
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F. Metode Penelitian  

Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan penyusun akan 

terlebih dahulu menerangkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini. 

1. Jenis penelitian  

Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang 

mengandung alasan intelektual (intelektual research), yakni lazim disebut 

juga dengan penelitian dasar (basic research) atau penelitian murni (pure 

research). Penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak 

dimaksudkan untuk alasan-alasan praktis. Sedangkan berdasarkan 

tempatnya, penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau 

memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu 

perpustakaan atau di luar perpustakaan. Dengan menekankan pada 

penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang 

sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang peran politik 

perempuan dalam pandangan Siti Musdah Mulia. 

2. Sifat penelitian  

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

analitik, yaitu menggambarkan pandangan siti musdah mulia tentang 

peran politik perempuan, kemudian dianalisis sampai meraih satu 

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data 

yang telah terkumpul.  
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normative. Normatif adalah mengkaji hukum Islam dan kedudukannya 

sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nas maupun yang telah menjadi 

produk pemikiran dari siti musdah mulia dengan bertumpu pada maqasid 

asy-syariah dan al-maslahah mursalah sebagai bentuk teori penerapan 

nas pada permasalahan yang terjadi seputar penegakan hukum Islam, 

sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat 

sejalan dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada. 

4. Pengumpulan data  

Penentuan  teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan 

sumber data yang digunakan. Pada umumnya pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternative 

maupun komulatif yang saling melengkapi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang 

bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian ini 

ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan 

penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut. 

5. Sumber Data  

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah 

ditentukan. Adapun referensi yang dijadikan pedoman dalam penulisan 
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skripsi ini yaitu karya-karya Musdah Mulia, buku-buku, jurnal,maupun 

tulisan-tulisan yang berkaitan tentang pembahasan skripsi ini.  

6. Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping 

kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah 

penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, 

mengkatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud 

memahami maknanya.  

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan 

penyusun dalam menganalisis data:  

a. Data dari sumber tertulis baik dari primer maupun sekunder yang 

terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka 

berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses 

seleksi sehingga di temukan data yang relevan dengan fokus 

pembahasan atau topik penelitian di atas. 

b. Data yang sudah di seleksi kemudian disusun (dikonstruk), ditata 

sedemikian rupa sesuai  dengan alur pikir penyusun sehingga data 

yang masih terpencar-pencar dan belum terhubungkan satu sama lain 

menjadi urut dan terhubung dengan baik. 

c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsirkan (interpretasi) yaitu 

pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan 

sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian di atas.  
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d. Dengan menggunakan teknik analisis, penyusun melalukan telaah 

terhadap peran politik perempuan menurut pandangan Siti Musdah 

Mulia dan menurut pandangan hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya 

dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam hal ini penyusun membagi 

pokok pembahasan dalam bab-bab seperti berikut:  

Bab satu, merupkan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar 

pemikiran dilakukannya penelitian ini berdasarkan fakta ataupun fenomena 

yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini 

dibuat. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang membahas alasan 

penyusunan skripsi ini, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab dua berisi tentang kerangka konseptual  dan teori yang mendasari 

penulisan skripsi ini. Bab dua ini terdiri atas bahasan mengenai peran, politik, 

peran politik, dan peran politik dalam pandangan fikih siyasah. 

Bab tiga, berhubung penelitian ini membahas tentang pemikiran politik 

Siti Musdah Mulia khususnya tentang peran politik perempuan, maka terlebih 

dahulu diuraikan dalam bab ini tentang sosok Siti Musdah Mulia mulai dari 

biografi hingga pimikirannya tentang peran politik perempuan. 



19 
 

 
 

Bab empat memuat dua pembahasan yakni pembahasan pertama 

mengenai pemikiran politik Siti Musdah Mulia. Pembahasan kedua mengenai 

pandangan fikih siyasah terhadap pemikiran politik Siti Musdah Mulia.  

Bab lima adalah penutup dari skripsi ini, yang meliputi kesimpulan dan 

saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut:  

1. Peran politik perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia yaitu 

perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, 

aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif 

dan yudikatif.  

2. Pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas oleh 

Siti Musdah Mulia pada hakikatnya tidak ada larangan dalam islam, bahkan 

sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi 

maupun para sahabat.  

B. Saran –Saran  

Ada beberapa hal perlu untuk diperhatikan secara lebih serius khususnya 

partai politik mengenai peran perempuan dalam kancah perpolitikan terkait 

banyaknya kendala yang dihadapi ketika hendak terjun ke politik, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan secara tegas mengenai kuota 

30% yang diberikan kepada perempuan.  
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2. Bagi partai politik hendaknya lebih memberi peluang kepada perempuan 

untuk terjun kedunia politik apabila seorang perempuan tersebut memiliki 

kemampuan untuk turut berperan aktif dalam dunia politik. 

3. Partai politik ataupun lembaga yang terkait hendaknya memberikan 

pendidikan potik kepada perempuan sehingga potensi dalam diri perempuan 

dapat tergali dengan maksimal. 

4. Para pembaca atau masyarakat hendaknya menghilangkan mindset yang 

menomor duakan perempuan atas laki-laki.  

5. Perempuan yang berpotensi hendaknya dapat turut berperan aktif dalam dunia 

politik. 
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TERJEMAH AYAT AL-QUR’AN 

No Surat No Footnote Terjemah 

1. An-nisā ayat 34 

2 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi 

kaum wanita, oleh Karena Allah Telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan 

Karena mereka (laki-laki) Telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi memelihara 

diri ketika suaminya tidak ada, oleh 

Karena Allah Telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 

jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha besar. 

2. Az-Zāriyāt 56 

9 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah 

kepadaku. 
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Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, guru besar 

pascasarjana UIN Jakarta. Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu 
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Makasar, selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam, dan S3 Bidang 

Pemikiran Politik Islam, keduanya di pascasarjana UIN Jakarta. 

Musdah mengikuti sejumlah Pendidikan nonformal, seperti Kursus 

Singkat Islam dan Civil Society di Melbourne, Australia (1998); Kursus 

Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chaulalongkor, Thailand (2000); 

Kursus Singkat Advokasi HAM dan Demokrasi (International Visitor 
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Bassam Tibi, dilahirkan di damaskus, Syiria pada 4 April 1944. Tibi 

berasal dari keluarga aristokrat Islam-Arab, dari Banu at-Tibi. Keluarga dan 

leluhur Tibi berasal dari Arab Semit yang menganut paham ahlu sunnah wal 

jamã’ah. Paham ini dimaklumi sebagai pewaris imam-imam mazhab fiqh yang 
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masyhur (Syafi’I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi).  Tibi menjalani masa 

pendidikan sejak kecil hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya, 

Damaskus. Pada usia 18 tahun, setelah menyelesaikan pendidikannya di 

tingkat menengah atas pada tahun 1962, Tibi memulai jenjang akademiknya 

ke Peguruan Tinggi di luar negeri. Frankfrut am Main adalah tempat di mana 

Tibi mendalami ilmu filsafat sosiologi dan sejarah. 

Dalam dunia akademis, ia dikenal karena analisisnya mengenai hubungan 

internasional dan pengenalan Islam untuk mempelajari konflik internasional 

dan peradaban. Tibi adalah mungkin paling dikenal karena memperkenalkan 

konsep kontroversial Eropa Leitkultur serta konsep Euroislam untuk integrasi 

imigran Muslim di Eropa. Ia juga pendiri Islamologi sebagai studi sosial-

ilmiah Islam dan konflik di politik pasca-bipolar. Tibi telah melakukan 

penelitian di negara-negara Asia dan Afrika. 
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